REKAPITULASI DAN PERKEMBANGAN PERATURAN BAWASLU
TAHUN 2017 - 2018
Bahwa untuk memberikan pedoman dan payung hukum kepada Jajaran Pengawas Pemilu, Bawaslu telah menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di setiap tingkatan sebagaimana Pasal 22B huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta sesuai dengan amanat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

A. Peraturan Bawaslu Tahun 2017

Bahwa pada tahun 2017 Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal telah mengundangkan 19 (sembilan belas) Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Tahapan Pemilu atau Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Non Tahapan Pemilu yang dapat dijabarkan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

	NO.
	JUDUL PERATURAN
	STATUS
	KETERANGAN

	1
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 27 Januari 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Februari 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238
	Mencabut
Perbawaslu No. 7 Tahun 2012

	2
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 14 Agustus 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Agustus 2017  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1156
	

	3
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 14 Agustus 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Agustus 2017  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1157
	

	4
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 27 September 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1419
	

	5
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 27 September 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1420
	

	6
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 27 September 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421
	

	7
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 27 September 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1422
	

	8
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423
	

	9
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424
	Mencabut 
Perbawaslu No. 4 Tahun 2015 dan

Perbawaslu No. 5 Tahun 2016

	10
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425
	Mencabut 
Perbawaslu No. 5 Tahun 2015 dan

Perbawaslu No. 6 Tahun 2016

	11
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426
	Mencabut 
Perbawaslu No. 11 Tahun 2015 dan

Perbawaslu No. 9 Tahun 2016

	12
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427
	Mencabut 
Perbawaslu No. 10 Tahun 2015 dan

Perbawaslu No. 8 Tahun 2016

	13
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 9 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428
	Mencabut 
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016

	14
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 10 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 27 Oktober 2017  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500
	Mencabut ketentuan Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 

	15
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 10 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 27 Oktober 2017  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501
	

	16
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1477
	Mencabut 
Perbawaslu No. 8 Tahun 2012

	17
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Oktober 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478
	Mencabut 
Perbawaslu No. 9 Tahun 2015

	18
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 19 Desember 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 19 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826
	Mencabut 
Perbawaslu No. 15 Tahun 2012 dan

Perbawaslu No. 1 Tahun 2013

	19
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 22 Desember 2017
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 27 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892
	Mencabut 
Perbawaslu No. 10 Tahun 2012,

Perbawaslu No. 15 Tahun 2013,

Perbawaslu No. 12 Tahun 2014,

Perbawaslu No. 3 Tahun 2015, dan

Perbawaslu No. 1 Tahun 2016




B. Peraturan Bawaslu Tahun 2018

Bahwa pada tahun 2018 Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal telah mengundangkan 23 (dua puluh tiga) Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Tahapan Pemilu atau Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Non Tahapan Pemilu yang dapat dijabarkan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

	NO.
	JUDUL PERATURAN
	STATUS
	KETERANGAN

	1
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 17 Januari 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174
	Mencabut Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2016

	2
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 17 Januari 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175
	-

	3
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176
	Mencabut Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2012

	4
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177
	-

	5
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  25 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
	Mencabut Ketentuan mengenai Rapat Pleno dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2015

	6
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 13 Februari 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  13 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254
	-

	7
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangananan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 26 Februari 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Februari 2018  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324
	Mencabut Ketentuan mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam  Perbawaslu 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2015

	8
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 26 Februari 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325
	-

	9
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 26 Februari 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326
	-

	10
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 5 Maret 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350
	Merubah Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 

	11
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 5 Maret 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351
	Merubah Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 

	12
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 5 Maret 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372
	Merubah Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 

	13
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Maret 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 391
	Mencabut Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2016

	14
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Maret 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Maret 2018  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 392
	Mencabut Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2016

	15
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 16 Maret 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Maret 2018  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393
	Mencabut Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2013

	16
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 7 Mei 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Mei 2018  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666
	Mencabut Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2013

	17
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 7 Mei 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Mei 2018  dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667
	Mencabut Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2014

	18
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2018
Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juni 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787
	Merubah Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017

	19
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

20 Juni 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juni 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788
	-

	20
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

4 Juli 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  9 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  869
	Mencabut Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014

	21
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

4 Juli 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  9 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  870
	Mencabut Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015

	22
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

4 Juli 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  9 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  871
	

	23
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

11 Juli 2018

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  18 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  907
	Mencabut Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2013

	24
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
	Ditetapkan Ketua Bawaslu pada tanggal 

…

Diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal  … dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  …
	Mencabut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2013 dan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2014


Bahwa selain 23 (dua puluh tiga) Perbawaslu yang telah diundangkan tersebut, Bawaslu memiliki 8 (delapan) Prioritas Rancangan Perbawaslu yang akan segera dilakukan Finalisasi dan Harmonisasi dengan Hasil RDP dan Ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan sebagai berikut:

	NO.
	JUDUL PERATURAN
	STATUS
	KETERANGAN

	1
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
	Proses Persiapan Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
	

	2
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu dengan Harmonisasi Hasil RDP
	

	3
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu dengan Harmonisasi Hasil RDP
	

	4
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
	Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbawaslu dengan Harmonisasi Hasil RDP
	

	5
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Penyusunan Rancangan
	Menunggu Pengundangan Peraturan KPU

	6
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
	Penyusunan Rancangan
	Menunggu Pengundangan Peraturan KPU


Bahwa selain 5 (lima) prioritas Rancangan Perbawaslu yang akan segera dilakukan Finalisasi dan Harmonisasi dengan Hasil RDP dan Ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan, Bawaslu tengah menyusun 6 (enam) Rancangan Perbawaslu yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi sebagaimana tabel berikut:

	NO.
	JUDUL PERATURAN
	STATUS
	KETERANGAN

	1
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Bantuan Hukum
	Proses Persiapan Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
	

	2
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Ad Hoc
	Proses Finalisasi Rancangan Peraturan Bawaslu
	

	3
	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
	Penyusunan Rancangan
	

	4
	Rancangan mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rancangan
	Menunggu Pengundangan Peraturan Presiden mengenai Struktur, Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

	
	
	
	


